SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Gangguan, bertentangan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
bahwa  ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Gangguan telah
dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-
5448 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa
Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong
Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Gangguan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana



10.

11.

12.
13.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara yang menyelenggarakan urusan dibidang
lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan orang perseorangan
dan/atau kelompok dan/ atau badan yang bertanggung jawab atas
suatu usaha dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Persero Terbatas (PT), Persero
Komanditer (CV), Persero lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma (Fa), Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya.

Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan
usaha baik yang berupa tertutup maupun ruang terbuka yang
dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan
maksud mencari keuntungan.

Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu  kesehatan, keselamatan,
ketentraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum
secara terus menerus.

Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl.
Tahun 1926 Jo Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah.

Tarif Lingkungan yang selanjutnya disingkat TL adalah tarif yang
ditetapkan berdasarkan keberadaan suatu jenis Usaha Industri,
Peternakan, dan Perdagangan, pada kawasan-kawasan peruntukan
yang terdiri dari Kawasan Industri, Peternakan, Perdagangan,
Pertokoan, Pemukiman, Sosial dan Kawasan Lain-lain.



14.

15.

16.

17.

18.
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20.

21.

22.

23.

24.

Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah angka indeks
menurut besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan keberadaan
jenis usaha pada jalur Jalan Utama, Jalan Kolektor, Lokal dan Jalan
Lingkungan.

Indeks Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalah angka indeks
yang menurut nilai tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya
gangguan Besar, Menengah dan Kecil dari Klasifikasi Usaha Besar,
Menengah dan Kecil.

Luas Ruang Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat LRTU yang
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah batasan luasan yang
diatur dalam selang luas tertentu dengan nilai faktor yang ditetapkan
untuk setiap luasan ruang tempat usaha;

Nilai Faktor Luas Ruang Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat
NFLRTU faktor yang ditetapkan menurut selang luas tertentu dari
Luas Ruang Tempat Usaha.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan

lingkungan.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang
menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi yang terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda.



25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan,
SKRDKDT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada
Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kayong
Utara.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11
(1) Masa retribusi izin gangguan selama Wajib Retribusi melakukan
usahanya.
(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat

ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (26)/(2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOLYADI, S.H.
Penata Tk.I
NIP. 19750709 200701 1 019




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dibidang lingkungan serta untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap gangguan yang ditimbulkan akibat kegiatan
dan/atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha
perlu diberikan izin gangguan.

Pemberian izin gangguan sebagaimana dimanahkan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dikenakan retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah, menyatakan bahwa Izin Gangguan berlaku selama
perusahaan melakukan usahanya, sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Gangguan telah dibatalkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-5448
Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Gangguan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu
melakukan penyesuaian kembali dengan melakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Gangguan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.



Angka 2
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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